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TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Menimbang

Mengingat

KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan
Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata
kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya perlu
diatur dengan Peraturan Walikota;

bahwa untuk menyesuaikan terhadap kebutuhan daerah
sebagai akibat dinamika pembangunan di Kota Mataram,
serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
perangkat daerah, maka Peraturan Walikota sebelumnya
perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Mataram;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara




Menetapkan

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016
Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1,
2

gt ==

Daerah adalah Kota Mataram.

Pemerintah  Daerah adalah  Walikota sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan  Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Walikota adalah Walikota Mataram.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mataram.
Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Mataram.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Mataram.

Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Mataram.




10.

Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat menjadi
UPTD adalah unsur penunjang sebagian tugas Komunikasi
dan Informatika.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu
dibidang Komunikasi dan Informatika.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS

Pasal 2
Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.
Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang
diberikan kepada Daerah.
Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuali dengan lingkup
tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 3
Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri
dari :
a. Kepala.
b. Sekretariat terdiri terdiri atas:
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang terdiri dari:
1. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik,
terdiri atas:
a) Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
b) Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik; dan




3)

c) Seksi Layanan Informasi Publik.
2. Bidang Penyelenggaraan e-Government, terdiri atas:
a) Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
b) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan
Aplikasi; dan
c) Seksi Layanan e-Government.
3. Bidang Persandian dan keamanan informasi, terdiri
atas:
a) Seksi Tata Kelola Persandian;
b) Seksi Operasional Pengamanan Persandian; dan
c) Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Persandian.
4. Bidang Statistik, terdiri atas:
a) Seksi Statistik Sosial;
b) Seksi Statistik Ekonomi; dan
c) Seksi Statistik Sumber Daya Alam dan
Infrastruktur.
d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 4
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin,
merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan

mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

dibidang komunikasi dan informatika yang meliputi
pengelolaan informasi dan komunikasi publik,
penyelenggaraan e-Government, persandian dan statistik.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis
serta program kerja Dinas;

b. perumusan Kebijakan Teknis dibidang komunikasi dan
informatika berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan,
Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(RKA/DPA) dan Penetapan Kinerja Dinas;

d. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian serta bimbingan dibidang komunikasi dan
informatika;




€. penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi
pelaksanaan tugas Dinas dengan Perangkat Daerah dan
instansi terkait.

f. pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik Instansi
Pemerintah, lembaga organisasi swadaya masyarakat
dan/atau swasta;

g pemberian pertimbangan dan rekomendasi teknis dibidang
komunikasi dan informatika;

h. pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup
Dinas;

1. pengkoordinasian pengelolaan ketatausahaan Dinas;

J. pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif terhadap
UPTD;

k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang komunikasi
dan informatika;

. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah; dan

m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh
Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang

mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan

pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan
organisasi dalam lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Rencana
Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Dinas;

b. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja
Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA)
dan Program Kerja Dinas;

c. pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan anggaran,
keuangan dan perlengkapan dan ketatausahaan Dinas
yang meliputi urusan perbendahaaraan, akuntansi,
verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP, perlengkapan,
rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, serta
hubungan masyarakat.

d. pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada
seluruh Unit Kerja lingkup Dinas;

e. perumusan pedoman dan petunjuk tata laksana
administrasi umum;

f. pengkoordinasian penvusunan Standar Pelayanan Minimal
dan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan kegiatan lingkup
Dinas;




perumusan dan penjabaran kebijakan teknis
penyelenggaraan  administrasi umum, perencanaan,
keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas
Dinas;

pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan sistem
informasi manajemen pendidikan sesuai ketentuan yang
berlaku;

pelaksanaa koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi
penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan Perangkat
Daerah dan/atau Instansi terkait;

pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan
administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian
dan perlengkapan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan

pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang mempunyai tugas pokok mengendalikan
pelaksanaan dan mempersiapkan:

a.

penyusunan perencanaan dan program Kerja tahunan
Dinas;

penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan;
menyusun pertanggungjawaban, urusan perencanaan
Dinas; dan

pembinaan administrasi perencanaan, evaluasi
pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai

fungsi :

a. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang
perencanaan;

b. penyiapan bahan penyusunan rencana Strategis (Renstra)
dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja
lingkup Dinas;

c. pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam rangka
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) lingkup Dinas;

d. penyiapan bahan Koordinasi penyusunan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan Standar Prosedur
Tetap pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;

f. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bidang

perencanaan lingkup Dinas;




(1)

g. pelaksanaan pengclolaan dan pelayanan administrasi
perencanaan lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku,;

h. melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan
perencanaan dan program kerja tahunan Dinas;

1. menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan;

j. melaksanakan penyusunan anggaran program kerja; dan
= fete)

k. evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan
Dinas.
Pasal 7
Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang mempunyai tugas pokok mengendalikan

pelaksanaan dan mempersiapkan:

a. penyusunan bahan  kebijakan  teknis  pengelolaan
administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan;

b. menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan
anggaran belanja Dinas; dan

c. pembinaan administrasi keuangan pembangunan, evaluasi
pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja
Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA)
dan Program Kerja lingkup Dinas;

b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang
keuangan;

c. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bidang
keuangan lingkup Dinas;

d. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi
keuangan lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

e. melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan keuangan
dan program kerja tahunan Dinas;

f. menyiapkan bahan kebijakan teknis keuangan;

g. pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan
pembukuan;

h. menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan
anggaran belanja Dinas;

1. pembinaan administrasi keuangan pembangunan di
lingkungan Dinas; dan

j. evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan

Dinas.

Pasal 8
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok mengendalikan
pelaksanaan pengeloalaan ketatausahaan, rumah tangga dan
pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian
di lingkungan Dinas.




(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai fungsi :

a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program
Kerja Sub Bagian;

b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis
pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga,
protokol dan perlengkapan;

C. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi
penyelenggaraan administrasi kepegawaian, rumah tangga,
protokol dan perlengkapan;

d. pengumpulan, pengolahan dan analisa data kepegawaian
dan kebutuhan perlengkapan;

e. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan
pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai
peraturan perundang-undangan;

f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi
kepegawaian lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-
undangan;

g. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
PNS lingkup Dinas;

h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bendaharawan
Barang;

i. pelaksanaan  monitoring, evaluasi dan  pelaporan
pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan

J. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh

atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 9

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok
memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan
administrasi dibidang  pengelolaan informasi publik,
pengelolaan komunikasi publik dan layanan informasi publik
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi

Publik mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan
kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;

b. penyusunan percncanaan pengelolaan informasi dan
komunikasi publik;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
pemerintah  daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,
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penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan
hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya
komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di
Daerah;

pelaksanaan pemungutan retribusi dan penyelenggaraan
pengendalian menara telekomunikasi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

penylapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
pemerintah  daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan
hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya
komunikasi publik dan penyediaan akses informasi
Daerah;

penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini
dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah,
pengelolaan  informasi untuk mendukung kebijakan
nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas
sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik,
pelayanan informasi publik, layanan hubungan media,
penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan
penyediaan akses informasi di Daerah;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di
lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan
hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya
komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di
Daerah;

pemantauan, ecvaluasi, dan pelaporan di bidang
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
pemerintah  daecrah, pengelolaan informasi untuk

mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan
hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya
komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di
Daerah;

pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja
Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA)
dan Program Kerja Scksi dibawahnya;

pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan
Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam rangka
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keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai
dengan bidang tugasnya;

k. pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

. pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa
data sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan
penyusunan rencana, dan evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan;

m. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap
permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya;

n. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan
bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan;

o. pelaksanaan monitoring, evaluasi  dan pelaporan
pelaksanaan tugas Bidang; dan

p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh

atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Seksi Pengelolaan Informasi Publik dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan

Komunikasi Publik, mempunyai tugas pokok membantu kepala

bidang dalam mengendalikan dan penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik

di lingkup pemerintah daerah, serta pengelolaan informasi

untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai

fungsi:

a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program Kkerja
sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. layanan monitoring isu publik di media (media massa dan
sosial), pengumpulan pendapat umum (survei, jajak
pendapat), pengolahan aduan masyarakat, standardisasi
pertukaran informasi untuk database informasi lintas
sektoral, pemantauan tema komunikasi publik lintas
sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah,
pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung
komunikasi publik lintas scktoral lingkup nasional dan
daerah di Daerah;

c. penyiapan bahan pelaksanaan pemungutan retribusi dan
penyelenggaraan pengendalian menara telekomunikasi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
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d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai
dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

e. penylapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi
pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah dan instansi
terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi
pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;

f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data
sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan
penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;

g. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman,
norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan
lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

h. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai
dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

j. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi

sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

k. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap
permasalahan sesuai dengan lingkup tugasnya kepada
atasan;

1. pelaksanaan monitoring, evaluasi  dan pelaporan
pelaksanaan tugas Seksi; dan

m. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi, mempunyai tugas pokok membantu kepala
bidang dalam mengendalikan dan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan
pengelolaan media komunikasi publik, serta penguatan
kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan
akses informasi di Kota.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
mempunyai fungsi:
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penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program Kkerja
sesual dengan lingkup tugasnya;

layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif
pemerintah daerah, pengemasan ulang konten nasional
menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan
saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media
internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media
pemerintah daerah dan non pemerintah daerah,
pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media
dan lembaga komunikasi publik, pengembangan sumber
daya komunikasi publik di Daerah;

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai
dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi
pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah dan instansi
terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi
pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data
sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan
penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;
penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman,
norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan
lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai
dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi
sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap
permasalahan sesuai dengan lingkup tugasnya kepada
atasan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi  dan pelaporan
pelaksanaan tugas Seksi; dan

pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Seksi Layanan Informasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
Publik, mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang
dalam mengendalikan dan penyiapan bahan perumusan dan
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pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur
dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
pelayanan informasi publik, serta layanan pengaduan
masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada  ayat (1), Seksi Layanan Informasi  Publik
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen

Pelaksanaan Anggaran  (RKA/DPA) dan program kerja
sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan layanan pengolahan informasi publik
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pelaksanaan keterbukaan informasi publik berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

€. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai
dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

f. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi
pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah dan instansi
terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi
pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;

g. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data
sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan
penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/ kegiatan;

h. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman,
norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan
lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

1. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j.  penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai

dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

k. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi
sesual dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

l. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap
permasalahan sesual dengan lingkup tugasnya kepada
atasan,;

m. pelaksanaan  monitoring, evaluasi dan  pelaporan
pelaksanaan tugas Seksi; dan

n. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

13




(1)

Paragraf 4
Bidang Penyelenggaraan e-Government

Pasal 13

Bidang Penyelenggaraan e-Government dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin
pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi
dibidang layanan infrastuktur dasar data center dan TIK,
layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses
internet, layanan system komunikasi intra pemerintah daerah,
layanan keamanan informasi e-Government, layanan
manajemen data dan informasi e-Government, layanan
pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik
dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan
kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City,
penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)
pemerintah daerah, pengembangan sumber daya TIK
pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain
dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bidang Penyelenggaraan e-Government

mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan
kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;

b. Penyusunan perencanaan Penyelenggaraan e-Government,

c. pelaksanaan pemberian rekomendasi peralatan TIK sesuai
peraturan perundang-undangan;

d. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan
infrastuktur dasar data center dan TIK, layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,
layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah,
layanan manajemen data dan informasi e-Government,
layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik
dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi
layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan
ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government
Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah,
pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan
masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi
lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah;

e. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan
infrastuktur dasar data center dan TIK, Ilayanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,
layanan sistem komunikasi intra pemerintah
kabupaten/kota, layanan manajemen data dan informasi e-
Government, layanan pengembangan dan pengelolaan
aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang
terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan,
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penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City,
penyelenggaraan Government Chief Information Officer
(GCIO) pemerintah  kabupaten/kota, pengembangan
sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat,
layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga,
pelayanan publik dan kegiatan daerah;

penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan  kriteria penyelenggaraan di bidang layanan
infrastuktur dasar data center dan TIK, layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,
layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah,
layanan manajemen data dan informasi eGovernment,
layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik
dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi
layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan
ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government
Chief Information Officer (GCIO) pemerintah
kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK
pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain
dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan
kegiatan daerah;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang layanan infrastuktur dasar data center,
dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan
akses internet, layanan system komunikasi intra
pemerintah daerah, layanan manajemen data dan informasi
e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan
aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang
terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan,
penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City,
penyelenggaraan Government Chief Information Officer
(GCIO) pemerintah daerah, pengembangan sumber daya
TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama
domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik
dan kegiatan daerah;

. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan
infrastuktur dasar data center dan TIK, layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,
layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah,
layanan manajemen data dan informasi e-Government,
layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik
dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi
layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan
ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government
Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah,
pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan
masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi
lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah.
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(1)

i. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja
Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA)
dan Program Kerja Seksi dibawahnya;

j. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan

Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam rangka
keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai
dengan bidang tugasnya;

k. pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

I. pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa
data sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan
penyusunan rencana, dan evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan;

m. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap
permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya;

n. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan
bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

o. pelaksanaan  monitoring, evaluasi dan  pelaporan
pelaksanaan tugas Bidang; dan

p.- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Seksi Infrastruktur dan Teknologi dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan e-
Government, mempunyai tugas pokok membantu kepala
bidang dalam mengendalikan dan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data
center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan
penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra
pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai

fungsi:

a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran /Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program Kkerja
sesuai dengan lingkup tugasnya,;

b. layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center
(DC) dan Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam
implementasi e-Government, Layanan peningkatan
kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan
Teknologi Informatika, Government Cloud Computing,
Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik,
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Layanan filtering konten negatif, Layanan interkoneksi
Jaringan Intra Pemerintah, Layanan penyediaan prasarana
dan sarana komunikasi pemerintah, Layanan bimbingan
teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh
aparatur pemerintahan, Layanan monitoring trafik
elektronik;

c. penyiapan bahan perumusan Kkebijakan teknis sesuai
dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi
pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah dan instansi
terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi
pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. penyiapan bahan dalam rangka pemberian rekomendasi
peralatan TIK sesuai peraturan perundang-undangan;

f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data
sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan
penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;

g. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman,
norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan
lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

h. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai
dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

j- pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi

sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undang;

k. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap
permasalahan sesuai dengan lingkup tugasnya kepada
atasan;

l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan  pelaporan
pelaksanaan tugas Seksi; dan

m. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15
Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang
Penyelenggaraan e-Government, mempunyai tugas pokok
membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan Kkriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan manajemen

17




data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan
pengelolaan aplikasi generik, spesifik & suplemen yang
terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan,
penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City di Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan
Aplikasi menyelenggarakan fungsi:

a.

penyusunan Rencana Kerja Anggaran /Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja
sesuai dengan lingkup tugasnya;

penetapan standar format data dan informasi, walidata dan
kebijakan, Layanan recovery data dan informasi, Layanan
pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non
pemerintahan, Layanan peningkatan kapasitas Sumber
Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi
Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik, Layanan
pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan
publik yang terintegrasi, Layanan pemeliharaan aplikasi
kepemerintahan dan publik, Layanan interoperabilitas,
Layanan interkonektivitas layanan publik dan
kepemerintahan Layanan Pusat Application Programm
Interface (APl) daerah, Layanan pengembangan Business
Process Reengineering pelayanan di lingkungan
pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart
City), Layanan Sistem Informasi Smart City, Layanan
interaktif Pemerintah dan Masyarakat, Layanan penyediaan
sarana dan sarana pengendalian Smart City;

penyiapan bahan pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE);

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai
dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi
pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah dan instansi
terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi
pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data
sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan
penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;
penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman,
norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan
lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai
dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
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j- pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi

sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

k. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap
permasalahan sesuai dengan lingkup tugasnya kepada
atasan;

1. pelaksanaan  monitoring, evaluasi dan  pelaporan
pelaksanaan tugas Seksi; dan

m. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Seksi Layanan e-Government dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government,

mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam
mengendalikan dan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur
dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer

(GCIO) Pemerintah Daerah, pengembangan sumber daya TIK

pemerintah Kota dan masyarakat, layanan nama domain dan

sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan

Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Seksi Layanan e-Government mempunyai fungsi:

a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran /Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja
sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-
Government Kota, Layanan koordinasi kerja sama lintas
OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah
Pusat serta non pemerintah, Layanan integrasi pengelolaan
TIK dan e-Government Pemerintah Kota, Layanan
peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis
bidang TIK, Layanan peningkatan kapasitas masyarakat
dalam implementasi e-Government dan Smart City, Layanan
implementasi e-Government dan Smart City, Promosi
pemanfaatan layanan Smart City, Layanan pendaftaran
nama domain dan sub domain instansi penyelenggara
negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik
dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain
terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat, Layanan pengelolaan domain dan sub domain
Pemerintah Daerah, Layanan peningkatan kapasitas
aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website,
menetapkan dan merubah nama Pejabat Domain,

15




Menetapkan dan merubah nama domain dan sub domain,
Menetapkan tata kelola nama domain dan sub domain;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai
dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi
pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah dan instansi
terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi
pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data
sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan
penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;

f. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman,
norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan
lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai
dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

i. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi
sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

j. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap

permasalahan sesuai dengan lingkup tugasnya kepada
atasan;

k. pelaksanaan  monitoring, evaluasi dan  pelaporan
pelaksanaan tugas Seksi; dan

1. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Pasal 17
Bidang Persandian dan Keamanan Informasi dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok
menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan

melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi,
pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi,
pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan

pemerintahan dibidang Persandian dan Keamanan Informasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan
kinerja sesuai dengan bidangtugasnya;
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penyusunan perencanaan penyelenggaraan persandian
dan keamanan informasi;

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tata
kelola Tata Kelola Persandiandan Keamanan Informas,
Operasional Pengamanan Persandiandan Keamanan
Informasi, dan Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Persandiandan Keamanan Informasi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Tata
Kelola Persandian dan Keamanan Informasi, pengelolaan
Sumber Daya Persandian dan dan Keamanan Informasi,
Operasional Pengamanan Persandiandan Keamanan
Informasi, dan Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Persandian dan Keamanan Informasi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria penyelenggaraan di bidang Tata Kelola
Persandian dan Keamanan Informasi, Operasional
Pengamanan Persandian dan Keamanan Informasi, dan
Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian dan
Keamanan Informasi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang Tata Kelola Persandian dan Keamanan
Informasi, Operasional Pengamanan Persandian dan
Keamanan Informasi, dan Pengawasan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Tata Kelola
Persandian dan Keamanan Informasi, Operasional
Pengamanan Persandian dan Keamanan Informasi, dan
Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian dan
Keamanan Informasi;

pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja
Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA)
dan Program Kerja Seksi dibawahnya,;

pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan
Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam rangka
keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai
dengan bidang tugasnya;

pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa
data sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan
penyusunan rencana, dan evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan;

pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap
permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya;
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(1)

(2)

m. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan
bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan,;

n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan  pelaporan
pelaksanaan tugas Bidang; dan

0. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18
Seksi Tata Kelola Persandian dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi,
mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam
menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan

melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi,
pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi,
pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan

pemerintahan dibidang Tata Kelola Persandian dalam rangka

penjaminan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah

Kota Mataram.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Seksi Tata Kelola Persandian mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan
Pemerintah Kota Mataram;

b. penyusunan peraturan teknis pengelolaan informasi
berklasifikasi;

c. penyusunan peraturan teknis pengelolaan sumber daya
persandian dan keamanan informasi yang meliputi
pengelolaan sumber daya manusia sandi dan keamanan
informasi, perangkatlunak persandian dan keamanan
informasi, perangkat keras persandian dan keamanan
informasi, dan jaring komunikasi sandi;

d. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui
pengklasifikasian informasi milik pemerintah daerah;

e. pengelolaan sumber daya persandian dan keamanan
informasi yang meliputi sumber daya manusia sandi dan
keamanan informasi, perangkat lunak persandian dan
keamanan informasi, perangkat keras persandian dan
keamanan informasi, dan jaring komunikasi sandji;

f. pengelolaan proses pengamanan informasi milik
pemerintah daerah;

g. pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan
penghancuran informasi berklasifikasi;

h. penyiapan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi
dan keamananinformasi;

i. peningkatan kesadaran pengamanan informasi di
lingkungan Pemerintah Kota Mataram melalui program
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pendidikan, pelatihan, fasilitasi,asistensi, bimbingan
teknis, workshop dan/atau seminar;

j. pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi

dan keamanan informasi melalui program pendidikan,
pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop
dan/atau seminar;

k. pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan
perangkat lunak dan perangkat keras persandian dan
keamanan informasi;

1. pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak
persandian dan keamanan informasi,

m. pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras persandian
dan keamanan informasi, dan jaring komunikasi sandi;

n. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional
Sandiman;

o. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional
Manggala Informatika;

p- penyiapan bahan usulan Rencana Strategis, usulan
Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Tata Kelola
Persandiandan Keamanan Informasi;

q. penyiapan bahan penyusunan LAKIP dan laporan kegiatan
Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi;

r. penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi,
monitoring dan evaluasi dan pelaporan;
pendistribusian tugas dan menilai kinerja bawahan;

t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Pasal 19

Seksi Operasional Pengamanan Persandian dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Kepala Bidang Persandian dan
Keamanan Informasi, mempunyai tugas pokok membantu
kepala bidang dalam Menyiapkan bahan/materi kebijakan,
rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan,
koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring
dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang Keamanan Informasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Seksi Operasional Pengamanan Persandian

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan peraturan teknis pengelolaan komunikasi
sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
Kota Mataram;

b. Penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan
komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Mataram;

c. Penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan
komunikasi sandi:
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(1)

d. Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;

e. Penyiapan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian
dan keamanan informasi dalam rangka operasional
komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan
Pemerintah Kota Mataram;

f. Penyiapan rencana kebutuhan perangkat keras persandian
dan keamanan informasi dalam rangka operasional
komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan
Pemerintah Kota Mataram;

g. Penyiapan rencana kebutuhan unsur pengelola dan
pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah
di lingkungan Pemerintah Kota Mataram;

h. Perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mataram;

i. Pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi

penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau

metode pengamanan persandian lainnya;

Pengamanan informasi elektronik;

k. Pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka
pengamanan informasi dan komunikasi;

. Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan
operasional persandian dan keamanan informasi;

m. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional
Sandiman;

n. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional
Manggala Informatika;

0. penyiapan bahan usulan Rencana Strategis, usulan
Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Operasional
Pengamanan Persandian dan Keamanan Informasi;

p- penyiapan bahan penyusunan LAKIP dan laporan kegiatan
Operasional Pengamanan Persandian dan Keamanan
Informasi;

g. penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi,
monitoring dan evaluasi dan pelaporan;

r. pendistribusian tugas dan menilai kinerja bawahan;

s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

[Jren

Pasal 20
Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung Lkepada Kepala Bidang
Persandian dan Keamanan Informasi, mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan

melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi,
pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi,
pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan

pemerintahan di bidang Pengawasan dan  Evaluasi
Penyelenggaraan Persandian.
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Seksi Seksi Pengawasan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Persandian menyelenggarakan fungsi:

a.

penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi
dan pengelolaan sumberdaya persandian dan keamanan
informasi;

penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi
sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
Kota Mataram;

penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan operasional pengamanan
komunikasi sandi;

penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan
pengelolaan sumber daya persandian dan keamanan
informasi;

penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi
antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota
Mataram;

penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan
pengelolaan sumber daya persandian dan keamanan
informasi di seluruh perangkat daerah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan
komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Mataram;

pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional
Sandiman;

pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional
Manggala Informatika;

penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di Pengawasan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian dan
KeamananInformasi;

penyiapan bahan usulan Rencana Strategis, usulan
RencanaKerja, usulan RKA/DPA kegiatan Pengawasan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Persandiandan Keamanan
Informasi;

penyiapan bahan penyusunan LAKIP dan laporan kegiatan
Sistem Pengelolaan Komunikasi Intra Pemerintah;
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penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi,
monitoring dan evaluasi dan pelaporan;

pendistribusian tugas dan menilai kinerja bawahan,;
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Paragraf 6
Bidang Statistik

Pasal 21

(1) Bidang Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok Menyusunbahan/materi kebijakan,
rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan,
koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring
dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan
pemerintahan dibidangStatistik Sosial, Statistik Ekonomi,
Statistik SDA dan Infrastruktur.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi :

a.

penyusun bahan  perumusan kebijakan = strategis
pembinaan dan pengendalian kegiatan Statistik Sosial,
Statistik Ekonomi, Statistik SDA dan Infrastruktur;
penyusun bahan dan melaksanakan pembinaan dan
petunjuk teknis kegiatan dan standarisasi pengelolaan
statistik sektoral bidang sosial, ekonomi SDA dan
Infrastruktur;

penyusun bahan dan melaksanakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data statistik daerah
bidang sosial, ekonomi SDA dan Infrastruktur;

penyusun bahan dan melaksanakanpengawasan,
pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan
statistik sektoral bidang sosial, ekonomi SDA dan
Infrastruktur;

penyusun bahan pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi
data statistik bidang sosial, ekonomi SDA dan
Infrastruktur;

penyusun bahan dan melaksanakan koordinasi dan
perencanaan statistik daerah pada pusat data terintegrasi
Pemerintah Kota Mataram;

penyusun bahan penyiapan ekspose/rilis data statistik
sektoral;

penyusun bahan dan menyelenggarakan kegiatan forum
data;

penyusun bahan danmelaksanakan kerjasama dengan BPS
dalam pelaksanaan survey;
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(1)

j- penyusun bahan dan melaksanakan fasilitasi,

pengumpulan, pengolahan, analisis, koordinasi dan
sinkronisasi data/informasi spasial;

k. penyusun bahan wusulan Rencana Strategis, usulan
Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Statistik;

1. penyusun bahan penyusunan LAKIP dan laporan kegiatan
Statistik;

m. penyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi,
monitoring dan evaluasi dan pelaporan;

n. pendistribusian tugas dan menilai kinerja bawahan;

o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Pasal 22

Seksi Statistik Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Kepala Statistik, mempunyai tugas pokok membantu kepala
bidang dalam  menyiapkan bahan/materi kebijakan,
rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan,
koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring
dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan
pemerintahan dibidang Statistik Sosial.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Seksi Statistik Sosial menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan strategis
pembinaan dan pengendalian kegiatan Statistik Sosial;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
petunjuk teknis penyusunan pelaksanaan kegiatan
standarisasi data/informasi bidang sosial

c. penyiapan bahan dan melaksanakan pengelolaan
data/informasi bidang sosial;

d. penyiapan bahan dan melaksanakan kegiatan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data
dan informasi serta pengkajian bidang sosial;

e. penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan,
sinkronisasi dan koordinasi pengelolaan data/informasi
bidang sosial;

f. penyiapan bahan pengelolaan dan melaksanakan kegiatan
dalam forum data;

g. penyiapan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan
BPS dalam pelaksanaan survey data statistik bidang sosial;

h. penyiapan bahan usulan Rencana Strategis, usulan
Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Statistik Sosial;

i. penyiapan bahan penyusunan LAKIP dan laporan kegiatan
Statistik Sosial;

27




(1)

j- penyiapan bahan dan melaksanakan pengendalian,

fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dan
pelaporan;

k. pendistribusian tugas dan menilai kinerja bawahan;

1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Pasal 23
Seksi Statistik Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Bidang Statistik, mempunyai tugas pokok
membantu kepala bidang dalam Menyiapkan bahan/materi
kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan
kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi,
monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan,
penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Statistik

Ekonomi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Seksi Statistik Ekonomi menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan strategis
pembinaan dan pengendalian kegiatan Statistik Ekonomi;

b. penyiapan bahan penyusunan norma standar, prosedur,
petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan penyusunan
standarisasi data/informasi bidang ekonomij;

c. penyiapan bahan dan melaksanakan pengelolaan
data/informasi bidang ekonomi;

d. penyiapan bahan dan melaksanakan kegiatan
pengumpulan, pembinaan pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi serta pengkajian bidang
ekonomi;

e. penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan,
sinkronisasi dan koordinasi pengelolaan data/informasi
bidang ekonomi;

f. penyiapan bahan pengelolaan dan melaksanakan kegiatan
dalam forum data;

g. penyiapan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan
BPS dalam pelaksanaan survey data stistik bidang
ekonomi;

h. penyiapan bahan usulan Rencana Strategis, usulan
Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Statistik
Ekonomi;

i. penyiapan bahan penyusunan LAKIP dan laporan kegiatan
Statistik Ekonomi;
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(1)

j- penyiapan bahan dan melaksanakan pengendalian,

fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dan
pelaporan;

k. pendistribusian tugas dan menilai kinerja bawahan;
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Pasal 24
Seksi Statistik Sumber Daya Alam dan Infrastruktur dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Statistik,
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan/materi kebijakan,
rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan,
koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring
dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan
pemerintahan dibidang Statistik Sumber Daya Alam dan

Infrastruktur.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Seksi Statistik Sumber Daya Alam dan

Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan strategis
pembinaan dan pengendalian kegiatan Statistik Sumber
Daya Alam dan Infrastruktur;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur
dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan
penyusunan standarisasi data/informasi bidang Statistik
Sumber Daya Alam dan infrastruktur;

c. penyiapan bahan dan melaksanakan pengelolaan
data/informasi bidang Statistik Sumber Daya Alam dan
infrastruktur;

d. penyiapan bahan dan melaksanakan kegiatan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data
dan informasi serta pengkajian bidang Statistik Sumber
Daya Alam dan infrastruktur;

e. penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan,
sinkronisasi dan koordinasi pengelolaan data/informasi
bidang Statistik Sumber Daya Alam dan infrastruktur;

f. penyiapan bahan pengelolaan dan melaksanakan kegiatan
dalam forum data dan jaringan data bidang Statistik
Sumber Daya Alam dan infrastruktur;

g. penyiapan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan
BPS dalam pelaksanaan survey data stistik bidang Statistik
Sumber Daya Alam dan infrastruktur;

h. penyiapan bahan usulan Rencana Strategis, usulan
Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Statistik
Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
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i. penyiapan bahan penyusunan LAKIP dan laporan kegiatan
Statistik Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;

j. penyiapan bahan dan melaksanakan pengendalian,
fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaporan;

k. pendistribusian tugas dan menilai kinerja bawahan;

1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 25
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan UPTD serta Jabatan
Fungsional wajib melakukan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan
Dinas dengan instansi terkait sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 26
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 27
Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin
dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pegawai Aparatur
Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menjabat sebelum
Peraturan Walikota ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai
dengan diisinya jabatan kepala Perangkat Daerah dan kepala unit
kerja berdasarkan Peraturan Walikota ini serta tetap diberikan
hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota
Mataram Nomor : 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram
Tahun 2016 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 25 Hovember 2020
V‘WALIKOTA MATARAM f‘

7\; H. AHYAR\ABDUH

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 25 Hovenber =920
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAI\%/

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2020 NOMOR 4%
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LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : 48

TAHUN 2020

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM

KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
MP | ]
KELOMPOK SUB BAGIAN SUB SUB BAGIAN
JABATAN PERENCANAAN BAGIAN UMUM DAN
FUNGSIONAL KEUANGAN KEPEGAWAIAN
[ ] | ]
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN DAN STATISTIK
INFORMASI DAN e-GOVERNMENT KEAMANAN
KOMUNIKASI PUBLIK INFORMASI
I S S R S |
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA STATISTIK SOSIAL
— INFORMASI PUBLIK — DAN TEKNOLOGI — PERSANDIAN —
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PENGELOLAAN PENGEMBANGAN OPERASIONAL STATISTIK EKONOMI
o KOMUNIKASI — DAN PENGELOLAAN — PENGAMANAN —
PUBLIK DATA DAN APLIKASI PERSANDIAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
LAYANAN LAYANAN PENGAWASAN DAN STATISTIK SUMBER
— INFORMASI PUBLIK — e-GOVERNMENT — EVALUASI e DAYA ALAM DAN
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR
PERSANDIAN
[ UPT
{WALIKOTA MATARAM, f
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